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Abstract

This study aims to analyze the influence of employee job duties and functions, transformational leadership,
and work motivation on service effectiveness at the Department of Cooperatives and SMEs of Southwest
Papua Province. The research employed a quantitative approach using a survey method. The population
consisted of all employees of the Department of Cooperatives and SMESs of Southwest Papua Province, with
a total sample of 40 respondents selected through a saturated sampling technique. Data were collected
using questionnaires that had been tested for validity and reliability. Data analysis was conducted using
multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that employee job
duties and functions, transformational leadership, and work motivation simultaneously have a significant
effect on service effectiveness, with a significance value of 0.000 and a coefficient of determination (R?) of
0.679. Partially, employee job duties and functions do not have a significant effect on service effectiveness,
as indicated by a significance value of 0.826. In contrast, transformational leadership has a positive and
significant effect on service effectiveness, with a significance value of 0.000 and a regression coefficient of
0.619. Work motivation also has a positive and significant effect on service effectiveness, with a
significance value of 0.002 and a regression coefficient of 0.527. Transformational leadership is identified
as the most dominant variable influencing service effectiveness. These findings suggest that improving
public service effectiveness requires visionary and inspirational leadership supported by high employee
work motivation. Therefore, strengthening leadership capacity and enhancing employee motivation are
essential strategies for improving service quality and public satisfaction.
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tupoksi pegawai, kepemimpinan
transformasional, dan motivasi kerja terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Papua Barat Daya. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei.
Populasi penelitian adalah seluruh pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya,
dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh.
Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan
reliabilitasnya. Analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tupoksi pegawai, kepemimpinan
transformasional, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan dengan
nilai signifikansi 0,000 dan koefisien determinasi (R?) sebesar 0,679. Secara parsial, tupoksi pegawai
tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan dengan nilai signifikansi 0,826.
Sebaliknya, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas
pelayanan dengan nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,619. Motivasi kerja juga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan dengan nilai signifikansi 0,002 dan
koefisien regresi sebesar 0,527. Variabel yang paling dominan memengaruhi efektivitas pelayanan
adalah kepemimpinan transformasional. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas
pelayanan publik memerlukan kepemimpinan yang visioner dan inspiratif serta didukung oleh motivasi
kerja pegawai yang tinggi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepemimpinan dan peningkatan
motivasi kerja menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
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1. Pendahuluan

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenubhi
kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Kualitas pelayanan publik
yang baik menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan
langsung dengan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintah. Menurut (Zeithaml dkk., 1990) pelayanan yang berkualitas ditandai oleh
kemampuan organisasi dalam memberikan layanan yang responsif, andal, dan sesuai dengan
harapan pengguna layanan. Dalam konteks pembangunan daerah, pelayanan publik yang
efektif menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama melalui
pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)(Anwar & Hamid, 2019).

Sektor UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena mampu
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan berkontribusi signifikan terhadap produk
domestik bruto nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia
menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan
menyerap sekitar 97% tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia, 2025). Oleh karena itu, keberadaan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai
instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pendampingan, dan pengembangan
UMKM menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara
berkelanjutan.

Meskipun demikian, efektivitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah masih
menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti birokrasi yang kompleks, rendahnya
responsivitas aparatur, serta kualitas pelayanan yang belum optimal masih sering ditemukan.
Menurut (Denhardt & Denhardt, 2015), pelayanan publik yang tidak efektif dapat
menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pencapaian
tujuan pembangunan. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan
UMKM Provinsi Papua Barat Daya dalam memberikan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai
dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelayanan adalah kejelasan
uraian tugas (tupoksi) pegawai. Uraian tugas yang jelas memberikan pedoman mengenai
tanggung jawab, wewenang, serta hubungan Kkerja setiap pegawai sehingga dapat
meminimalkan tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan efisiensi organisasi. Menurut
(Robbins & Judge, 2009) kejelasan uraian tugas berperan penting dalam meningkatkan
produktivitas dan efektivitas kerja pegawai. Sebaliknya, ketidakjelasan tugas dapat
menimbulkan konflik peran, menurunkan koordinasi antarunit kerja, serta berdampak pada
rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain uraian tugas, kepemimpinan transformasional juga menjadi faktor penting dalam
meningkatkan efektivitas pelayanan organisasi publik. Kepemimpinan transformasional
menekankan kemampuan pemimpin dalam memberikan inspirasi, motivasi, dan
pengembangan kepada bawahan untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Menurut
(Bass & Riggio, 2006) pemimpin transformasional mampu menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif, mendorong inovasi, serta meningkatkan komitmen pegawai terhadap
organisasi. Dalam organisasi sektor publik, kepemimpinan transformasional dapat
mendorong aparatur untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif, kreatif, dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Faktor lain yang turut menentukan efektivitas pelayanan adalah motivasi kerja pegawai.
Motivasi kerja merupakan dorongan internal maupun eksternal yang memengaruhi semangat
dan komitmen individu dalam melaksanakan tugasnya. Teori Dua Faktor yang dikemukakan
oleh (Herzberg, 2017) menjelaskan bahwa motivasi kerja dipengaruhi oleh faktor intrinsik

533



Nauw, dkk (2026)

seperti pengakuan, pencapaian, dan tanggung jawab, serta faktor ekstrinsik seperti
kompensasi dan kondisi kerja. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi cenderung
menunjukkan kinerja yang lebih baik, lebih proaktif dalam menyelesaikan pekerjaan, dan
mampu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Sebaliknya, rendahnya
motivasi kerja dapat menyebabkan menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya, efektivitas
pelayanan memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan program pemberdayaan
UMKM. Namun, berbagai kendala seperti lambatnya respons pelayanan, birokrasi yang masih
rumit, kurang optimalnya koordinasi internal, serta rendahnya inovasi pelayanan
menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian
serius. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor internal organisasi, khususnya
kejelasan uraian tugas, kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja pegawai, perlu
dikaji lebih mendalam untuk mengetahui pengaruhnya terhadap efektivitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh
uraian tugas, kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja terhadap efektivitas
pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian manajemen
publik serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi instansi pemerintah dalam
merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei
eksplanatori. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan menguji pengaruh
variabel tupoksi pegawai, kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja terhadap
efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya. Melalui
pendekatan ini, setiap variabel dapat diukur secara objektif menggunakan instrumen
terstruktur sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara statistik dan
menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan pada populasi penelitian.

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya.
Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan, dimulai dari tahap penyebaran instrumen,
pengumpulan data lapangan, hingga pengolahan data penelitian. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya yang berjumlah
48 orang. Mengingat jumlah populasi relatif kecil, penelitian menggunakan teknik sampling
jenuh (sensus), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai responden penelitian.
Dengan demikian, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 48 pegawai.

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data
primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang
memuat pernyataan-pernyataan terkait variabel penelitian. Sementara itu, data sekunder
diperoleh dari berbagai dokumen organisasi, laporan instansi, struktur organisasi, jumlah
pegawai, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen
penelitian yang digunakan berupa kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator
masing-masing variabel penelitian. Kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari
skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Selain kuesioner, penelitian juga
didukung oleh wawancara kepada beberapa informan kunci untuk memperoleh informasi
tambahan yang dapat memperkuat interpretasi hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu kuesioner, wawancara, dan
dokumentasi. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data
kuantitatif dari responden. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang dianggap memiliki
pemahaman mendalam mengenai kondisi organisasi dan pelayanan yang diberikan.
Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa dokumen
resmi, laporan kegiatan, serta informasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Sebelum
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digunakan sebagai alat pengumpulan data, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas
dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana butir-butir
pernyataan mampu mengukur konstruk yang diteliti. [tem pernyataan dinyatakan valid
apabila nilai korelasi item-total lebih besar dari nilai r tabel atau memiliki tingkat signifikansi
kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi
instrumen penelitian. Reliabilitas instrumen dinilai menggunakan nilai Construct Reliability
(CR), dengan kriteria nilai CR 2 0,70 menunjukkan bahwa instrumen memiliki tingkat
reliabilitas yang baik dan dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.
Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi
jawaban pada setiap variabel penelitian. Sementara itu, analisis regresi linier berganda
digunakan untuk menguji pengaruh tupoksi pegawai (X;), kepemimpinan transformasional
(X3), dan motivasi kerja (X3) terhadap efektivitas pelayanan (Y). Model regresi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah:

Y = B0+ B1X1 + B2Xz +BsXs +e

di mana Y adalah efektivitas pelayanan, X; adalah tupoksi pegawai, X, adalah
kepemimpinan transformasional, X5 adalah motivasi kerja, B, adalah konstanta, ;-3 adalah
koefisien regresi, dan e adalah error. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan
nilai signifikansi dengan tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi
< 0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel
dependen.

3. Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Responden

Deskripsi responden dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik
pegawai yang menjadi subjek penelitian. Karakteristik tersebut meliputi jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, dan masa kerja. Informasi ini penting untuk memahami profil responden
yang terlibat dalam penelitian sehingga dapat memberikan konteks yang lebih jelas terhadap
hasil analisis yang dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 40 responden, diperoleh
distribusi karakteristik sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Responden Penelitian

Karakteristik Kategori Frekuensi Persentase (%)
Jenis Kelamin Laki-laki 21 52,5
Perempuan 19 47,5
Usia < 30 Tahun 4 10,0
31-40 Tahun 24 60,0
41-50 Tahun 8 20,0
> 51 Tahun 4 10,0
Pendidikan Terakhir SMA 1 2,5
Sarjana 36 90,0
Pascasarjana 3 7,5
Masa Kerja <10 Tahun 24 60,0
11-20 Tahun 10 25,0
21-30 Tahun 5 12,5
> 31 Tahun 1 2,5

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa responden penelitian didominasi oleh pegawai
laki-laki sebanyak 21 orang (52,5%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 19 orang
(47,5%). Komposisi ini menunjukkan distribusi gender yang relatif seimbang sehingga dapat
memberikan sudut pandang yang beragam dalam menilai kondisi organisasi dan pelayanan
yang diteliti. Dari aspek usia, sebagian besar responden berada pada rentang usia 31-40
tahun, yaitu sebanyak 24 orang (60,0%). Selanjutnya responden berusia 41-50 tahun
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berjumlah 8 orang (20,0%), sedangkan kelompok usia <30 tahun dan 251 tahun masing-
masing sebanyak 4 orang (10,0%). Dominasi kelompok usia produktif menunjukkan bahwa
mayoritas responden berada pada tahap perkembangan karier yang matang, memiliki
pengalaman kerja yang cukup, serta kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas-
tugas organisasi. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, mayoritas responden memiliki
pendidikan Sarjana sebanyak 36 orang (90,0%). Responden yang berpendidikan Pascasarjana
berjumlah 3 orang (7,5%), sedangkan lulusan SMA hanya 1 orang (2,5%). Tingginya proporsi
pegawai yang berpendidikan tinggi menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam
organisasi memiliki kapasitas akademik yang baik sehingga berpotensi mendukung
pelaksanaan tugas secara profesional dan efektif.

Dilihat dari masa kerja, sebagian besar responden memiliki masa kerja <10 tahun
sebanyak 24 orang (60,0%). Responden dengan masa kerja 11-20 tahun berjumlah 10 orang
(25,0%), masa kerja 21-30 tahun sebanyak 5 orang (12,5%), dan masa kerja =31 tahun
sebanyak 1 orang (2,5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki kombinasi
pegawai dengan pengalaman kerja yang beragam, mulai dari pegawai yang relatif baru hingga
pegawai senior yang telah lama mengabdi. Keberagaman pengalaman tersebut dapat menjadi
modal penting dalam mendukung proses Kkerja, transfer pengetahuan, dan peningkatan
efektivitas pelayanan.

Secara keseluruhan, karakteristik responden menggambarkan bahwa sebagian besar
pegawai berada pada usia produktif, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, serta didukung
pengalaman kerja yang cukup. Kondisi tersebut memberikan dasar yang kuat bagi organisasi
dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal.

Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen
penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan konsisten. Uji validitas
digunakan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir pernyataan mampu
merepresentasikan konstruk yang diukur, sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk
mengukur tingkat konsistensi instrumen dalam menghasilkan data penelitian. Pengujian
validitas dilakukan menggunakan korelasi Pearson Product Moment dengan kriteria valid
apabila nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,30. Selanjutnya, reliabilitas instrumen diuji
menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan batas minimum sebesar 0,70.

Uji Validitas Variabel Tupoksi Pegawai
Uji validitas pada variabel tupoksi pegawai dilakukan untuk mengetahui kemampuan
setiap indikator dalam merepresentasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa sebagian besar item memiliki nilai korelasi di atas batas
minimal yang ditetapkan sehingga dapat dinyatakan valid.
Tabel 2. Uji Validitas Variabel Tupoksi Pegawai

Pernyataan Pearson t Keterangan
Correlation Tabel

Saya memahami uraian tugas yang menjadi | 0,628 2,011 | Valid

tanggung jawab saya

Uraian tugas saya dijelaskan dengan jelas oleh | 0,780 2,011 | Valid

atasan

Tugas yang diberikan sesuai dengan dokumen | 0,494 2,011 | Valid

uraian tugas jabatan saya

Saya mengetahui tanggung jawab utama dalam | 0,536 2,011 | Valid

pekerjaan saya

Saya bertanggung jawab atas hasil pekerjaan | 0,522 2,011 | Valid

yang saya lakukan
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Saya memahami peran saya dalam mendukung | 0,449 2,011 | Valid
tujuan organisasi

Tugas yang saya lakukan sesuai dengan posisi | 0,389 2,011 | Valid
jabatan saya

Saya jarang menerima tugas di luar | 0,522 2,011 | Valid
kewenangan jabatan saya

Penempatan tugas saya sesuai dengan | 0,528 2,011 | Valid
kompetensi jabatan

Saya selalu mengikuti prosedur kerja yang | 0,397 2,011 | Valid
berlaku

Saya bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan | 0,489 2,011 | Valid

Saya memahami setiap tahapan prosedur kerja | 0,285 2,011 | Tidak Valid
yang harus dijalankan

Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat | 0,108 2,011 | Tidak Valid
waktu

Saya menyelesaikan pekerjaan dengan hasil | 0,453 2,011 | Valid

yang memuaskan

Saya bekerja secara efisien untuk mencapai | 0,589 2,011 | Valid
target pekerjaan

Berdasarkan Tabel 2, terdapat 13 item yang memenuhi kriteria validitas dengan nilai
korelasi lebih besar dari 0,30. Sementara itu, dua item dinyatakan tidak valid, yaitu
pernyataan mengenai pemahaman tahapan prosedur kerja (r = 0,285) dan kemampuan
menyelesaikan pekerjaan tepat waktu (r = 0,108). Rendahnya nilai korelasi pada kedua item
tersebut menunjukkan bahwa pernyataan tersebut belum mampu merepresentasikan
konstruk tupoksi pegawai secara konsisten. Secara keseluruhan, hasil pengujian
membuktikan bahwa indikator-indikator yang digunakan telah mampu menggambarkan
aspek pemahaman tugas, kesesuaian kewenangan, kepatuhan terhadap prosedur, dan
efektivitas pelaksanaan pekerjaan sehingga layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Validitas Variabel Kepemimpinan Transformasional
Uji validitas variabel kepemimpinan transformasional dilakukan untuk memastikan
bahwa setiap indikator mampu mengukur perilaku kepemimpinan transformasional secara
tepat sesuai dengan konsep yang digunakan dalam penelitian.
Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kepemimpinan Transformasional

Pernyataan Pearson t Keterangan
Correlation Tabel

Pemimpin saya menjadi teladan dalam | 0,627 2,011 | Valid

bersikap dan bertindak

Pemimpin menunjukkan integritas dalam | 0,779 2,011 | Valid

setiap keputusan

Pemimpin memiliki visi yang jelas dan dapat | 0,589 2,011 | Valid

dipercaya

Pemimpin mampu memberikan motivasi | 0,845 2,011 | Valid

kepada pegawai

Pemimpin mengomunikasikan tujuan | 0,828 2,011 | Valid

organisasi secara inspiratif

Pemimpin mendorong saya untuk mencapai | 0,518 2,011 | Valid

kinerja terbaik

Pemimpin mendorong saya untuk berpikir | 0,632 2,011 | Valid

kreatif
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Pemimpin membuka ruang bagi ide baru | 0,635 2,011 | Valid
dalam pekerjaan

Pemimpin mengajak pegawai memecahkan | 0,539 2,011 | Valid
masalah secara inovatif

Pemimpin peduli terhadap kebutuhan pegawai | 0,644 2,011 | Valid
Pemimpin memberikan bimbingan sesuai | 0,726 2,011 | Valid
karakter pegawai

Pemimpin mendukung pengembangan | 0,787 2,011 | Valid
kompetensi saya

Pemimpin menciptakan suasana kerja yang | 0,782 2,011 | Valid
penuh kepercayaan

Pemimpin mampu menjaga hubungan kerja | 0,698 2,011 | Valid
yang baik

Berdasarkan Tabel 3, seluruh item pernyataan memiliki nilai korelasi di atas 0,30
sehingga dinyatakan valid. Nilai korelasi tertinggi terdapat pada indikator kemampuan
pemimpin memberikan motivasi kepada pegawai (r = 0,845), sedangkan nilai korelasi
terendah terdapat pada indikator dorongan mencapai kinerja terbaik (r = 0,518). Hasil
tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator telah mampu merepresentasikan dimensi
kepemimpinan transformasional yang meliputi pengaruh ideal, motivasi inspirasional,
stimulasi intelektual, dan perhatian individual. Dengan demikian, instrumen kepemimpinan
transformasional dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja
Pengujian validitas variabel motivasi kerja dilakukan untuk mengetahui kemampuan
setiap item dalam mengukur tingkat motivasi pegawai secara akurat dan konsisten.
Tabel 4. Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja

Pernyataan Pearson t Tabel | Keterangan
Correlation

Saya merasa antusias dalam menjalankan tugas | 0,552 2,011 Valid

setiap hari

Saya menikmati tantangan dalam pekerjaan | 0,549 2,011 Valid

saya

Saya merasa bersemangat ketika memulai | 0,700 2,011 Valid

pekerjaan

Saya selalu berusaha memberikan hasil kerja | 0,814 2,011 Valid

terbaik

Saya memiliki keinginan untuk mencapai | 0,750 2,011 Valid

target lebih baik dari sebelumnya

Saya berupaya meningkatkan kualitas kerja | 0,495 2,011 Valid

saya setiap hari

Saya terlibat aktif dalam kegiatan atau program | 0,444 2,011 Valid

kerja

Saya bersedia membantu pekerjaan rekan jika | 0,658 2,011 Valid

dibutuhkan

Saya puas dengan pekerjaan yang saya lakukan | 0,655 2,011 Valid

saatini

Saya merasa puas dengan lingkungan kerja | 0,494 2,011 Valid

saya

Saya puas dengan kesempatan pengembangan | 0,612 2,011 Valid

karier yang tersedia
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Saya berusaha bekerja sesuai nilai-nilai | 0,754 2,011 Valid
organisasi

Saya merasa memiliki tanggung jawab moral | 0,765 2,011 Valid
terhadap organisasi

Saya mendukung penuh setiap kebijakan | 0,914 2,011 Valid
organisasi yang positif

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4, seluruh item yang digunakan memiliki nilai
korelasi di atas 0,30 sehingga dinyatakan valid. Nilai korelasi tertinggi terdapat pada indikator
dukungan terhadap kebijakan organisasi yang positif (r = 0,914), sedangkan nilai terendah
terdapat pada indikator keterlibatan aktif dalam kegiatan organisasi (r = 0,444). Hasil ini
menunjukkan bahwa seluruh indikator telah mampu mengukur aspek motivasi intrinsik
maupun ekstrinsik secara konsisten. Dengan demikian, instrumen motivasi kerja dapat
digunakan untuk mengukur tingkat motivasi responden dalam penelitian ini.

Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelayanan
Uji validitas variabel efektivitas pelayanan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap
indikator mampu mengukur tingkat efektivitas pelayanan sesuai dengan konsep yang telah
ditetapkan.
Tabel 5. Uji Validitas Variabel Efektivitas Pelayanan

Pernyataan Pearson t Keterangan
Correlation Tabel

Pelayanan diberikan tepat waktu 0,610 2,011 | Valid

Pegawai merespons permintaan dengan | 0,506 2,011 | Valid

cepat

Proses pelayanan Dberlangsung tanpa | 0,631 2,011 | Valid

keterlambatan berarti

Prosedur pelayanan mudah dipahami 0,809 2,011 | Valid

Informasi mengenai prosedur disampaikan | 0,783 2,011 | Valid

dengan jelas

Setiap tahap pelayanan dijelaskan dengan | 0,768 2,011 | Valid

terstruktur

Pelayanan diberikan secara profesional 0,666 2,011 | Valid

Pelayanan yang diberikan sesuai standar | 0,730 2,011 | Valid

kualitas

Pegawai menunjukkan sikap ramah dan | 0,630 2,011 | Valid

sopan saat melayani

Saya merasa puas dengan layanan yang saya | 0,724 2,011 | Valid

terima

Layanan yang diberikan sesuai harapan saya | 0,681 2,011 | Valid

Pengguna layanan cenderung memberikan | 0,874 2,011 | Valid

penilaian positif

Keluhan ditangani dengan cepat 0,684 2,011 | Valid

Pegawai merespons keluhan dengan sikap | 0,813 2,011 | Valid

solutif

Proses penanganan keluhan berjalan | 0,645 2,011 | Valid

transparan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh indikator efektivitas pelayanan memiliki
nilai korelasi di atas 0,30 sehingga seluruh item dinyatakan valid. Nilai korelasi tertinggi
terdapat pada indikator penilaian positif pengguna layanan (r = 0,874), sedangkan nilai
terendah terdapat pada indikator kecepatan respons pegawai (r = 0,506). Temuan ini
menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki hubungan yang kuat dengan total skor variabel
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sehingga mampu mengukur efektivitas pelayanan secara komprehensif. Dengan demikian,
instrumen efektivitas pelayanan memenuhi persyaratan validitas dan dapat digunakan dalam
analisis lebih lanjut.

Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
Setelah instrumen dinyatakan valid, tahap berikutnya adalah menguji reliabilitas untuk
mengetahui tingkat konsistensi internal dari setiap variabel penelitian. Pengujian dilakukan
menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha dengan kriteria reliabel apabila nilai alpha lebih
besar dari 0,70.
Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Penelitian Cronbach's Alpha | Keterangan
Tupoksi Pegawai 0,798 Reliabel
Kepemimpinan Transformasional | 0,917 Reliabel
Motivasi Kerja 0,898 Reliabel
Efektivitas Pelayanan 0,925 Reliabel

Berdasarkan Tabel 6, seluruh variabel penelitian memiliki nilai Cronbach’s Alpha di atas
0,70 sehingga dinyatakan reliabel. Variabel efektivitas pelayanan memiliki nilai reliabilitas
tertinggi sebesar 0,925, diikuti kepemimpinan transformasional sebesar 0,917, motivasi kerja
sebesar 0,898, dan tupoksi pegawai sebesar 0,798. Nilai-nilai tersebut menunjukkan tingkat
konsistensi internal yang kuat hingga sangat kuat. Dengan demikian, instrumen penelitian
mampu menghasilkan data yang stabil dan konsisten, sehingga layak digunakan untuk
menguji hubungan antarvariabel dalam penelitian ini.

Deskripsi Variabel Tupoksi Pegawai
Deskripsi variabel tupoksi pegawai bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman
dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam organisasi. Hasil analisis deskriptif
ditampilkan pada Tabel 4.8.
Tabel 7. Deskripsi Variabel Tupoksi Pegawai

Pernyataan Rerata | Keterangan
Saya memahami uraian tugas yang menjadi tanggung jawab saya | 4,13 Baik
Uraian tugas saya dijelaskan dengan jelas oleh atasan 4,35 Sangat Baik
Tugas yang diberikan sesuai dengan dokumen uraian tugas jabatan | 4,00 Baik

saya

Saya mengetahui tanggung jawab utama dalam pekerjaan saya 4,13 Baik

Saya bertanggung jawab atas hasil pekerjaan yang saya lakukan 4,35 Sangat Baik
Saya memahami peran saya dalam mendukung tujuan organisasi | 4,28 Sangat Baik
Tugas yang saya lakukan sesuai dengan posisi jabatan saya 4,15 Baik

Saya jarang menerima tugas di luar kewenangan jabatan saya 3,60 Baik
Penempatan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan 4,30 Sangat Baik
Saya selalu mengikuti prosedur kerja yang berlaku 4,33 Sangat Baik
Saya bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan 4,25 Sangat Baik
Saya menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang memuaskan 4,10 Baik

Saya bekerja secara efisien untuk mencapai target pekerjaan 4,13 Baik
Rerata Variabel Tupoksi Pegawai 4,16 Baik

Berdasarkan Tabel 7, variabel tupoksi pegawai memperoleh nilai rerata sebesar 4,16
yang termasuk dalam kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai telah memahami
dan melaksanakan tugas pokok serta fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
dalam organisasi. Tingginya nilai rerata pada indikator kejelasan uraian tugas, tanggung
jawab terhadap pekerjaan, dan kesesuaian penempatan tugas dengan kompetensi
menunjukkan bahwa sistem pembagian kerja telah berjalan dengan baik. Selain itu, indikator
kepatuhan terhadap prosedur kerja dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan standar
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operasional prosedur (SOP) juga memperoleh penilaian sangat baik. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa pegawai memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam menjalankan
pekerjaan. Meskipun demikian, indikator terkait penerimaan tugas di luar kewenangan
jabatan memperoleh nilai yang relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Hal
tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penugasan yang bersifat fleksibel di luar uraian
tugas formal, meskipun tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan. Secara
umum, kejelasan tupoksi yang dimiliki pegawai menjadi faktor penting dalam mendukung
efektivitas kerja organisasi.

Deskripsi Variabel Kepemimpinan Transformasional
Variabel kepemimpinan transformasional digunakan untuk mengukur persepsi
responden terhadap perilaku pemimpin dalam memberikan pengaruh, motivasi, inspirasi,
dan perhatian kepada pegawai.
Tabel 8. Deskripsi Variabel Kepemimpinan Transformasional

Pernyataan Rerata | Keterangan
Pemimpin saya menjadi teladan dalam bersikap dan bertindak 4,00 Sesuai
Pemimpin menunjukkan integritas dalam setiap keputusan 4,05 Sesuai
Pemimpin memiliki visi yang jelas dan dapat dipercaya 3,93 Sesuai
Pemimpin mampu memberikan motivasi kepada pegawai 4,08 Sesuai
Pemimpin mengomunikasikan tujuan organisasi secara inspiratif | 3,93 Sesuai
Pemimpin mendorong saya untuk mencapai kinerja terbaik 4,08 Sesuai
Pemimpin mendorong saya untuk berpikir kreatif 4,15 Sesuai
Pemimpin membuka ruang bagi ide baru dalam pekerjaan 4,03 Sesuai
Pemimpin mengajak pegawai memecahkan masalah secara | 3,83 Sesuai
inovatif

Pemimpin peduli terhadap kebutuhan pegawai 3,88 Sesuai
Pemimpin memberikan bimbingan sesuai karakter pegawai 4,05 Sesuai
Pemimpin mendukung pengembangan kompetensi saya 4,00 Sesuai
Pemimpin menciptakan suasana kerja yang penuh kepercayaan 4,03 Sesuai
Pemimpin mampu menjaga hubungan kerja yang baik 4,18 Sesuai
Rerata Variabel Kepemimpinan Transformasional 4,01 Sesuai

Berdasarkan Tabel 8, variabel kepemimpinan transformasional memperoleh nilai
rerata sebesar 4,01 yang berada pada kategori sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa
responden menilai perilaku kepemimpinan yang diterapkan telah mencerminkan
karakteristik kepemimpinan transformasional secara umum. Indikator dengan nilai tertinggi
adalah kemampuan pemimpin dalam menjaga hubungan kerja yang baik, diikuti oleh
kemampuan mendorong kreativitas pegawai dan memberikan motivasi kerja. Temuan ini
menunjukkan bahwa pemimpin telah mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dan memberikan dorongan positif kepada pegawai. Di sisi lain, indikator yang berkaitan
dengan perhatian terhadap kebutuhan pegawai serta kemampuan mendorong inovasi
memperoleh nilai yang relatif lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek perhatian
individual dan stimulasi intelektual masih dapat ditingkatkan guna memperkuat efektivitas
kepemimpinan dalam organisasi.
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Deskripsi Variabel Motivasi Kerja
Variabel motivasi kerja menggambarkan tingkat dorongan internal maupun eksternal
yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya.
Tabel 9. Deskripsi Variabel Motivasi Kerja

Pernyataan Rerata | Keterangan

Saya merasa antusias dalam menjalankan tugas setiap hari 4,35 Sangat Sesuai

Saya menikmati tantangan dalam pekerjaan saya 4,20 Sesuai

Saya merasa bersemangat ketika memulai pekerjaan 4,20 Sesuai

Saya selalu berusaha memberikan hasil kerja terbaik 4,55 Sangat Sesuai

Saya memiliki keinginan untuk mencapai target lebih baik dari | 4,33 Sangat Sesuai

sebelumnya

Saya berupaya meningkatkan kualitas kerja saya setiap hari 4,30 Sangat Sesuai

Saya terlibat aktif dalam kegiatan atau program kerja 4,00 Sesuai

Saya bersedia membantu pekerjaan rekan jika dibutuhkan 4,10 Sesuai

Saya puas dengan pekerjaan yang saya lakukan saat ini 4,23 Sangat Sesuai

Saya merasa puas dengan lingkungan kerja saya 4,23 Sangat Sesuai

Saya puas dengan kesempatan pengembangan karier yang | 4,00 Sesuai

tersedia

Saya berusaha bekerja sesuai nilai-nilai organisasi 4,20 Sesuai

Saya merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap organisasi | 4,28 Sangat Sesuai

Saya mendukung penuh setiap kebijakan organisasi yang positif | 4,48 Sangat Sesuai

Rerata Variabel Motivasi Kerja 4,24 Sangat
Sesuai

Berdasarkan Tabel 9, variabel motivasi kerja memperoleh nilai rerata sebesar 4,24 yang
termasuk dalam kategori sangat sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa pegawai memiliki
tingkat motivasi kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Indikator
dengan nilai tertinggi adalah upaya memberikan hasil kerja terbaik serta dukungan terhadap
kebijakan organisasi yang positif. Temuan tersebut mencerminkan adanya dorongan intrinsik
yang kuat dalam diri pegawai untuk mencapai kinerja optimal. Selain itu, kepuasan terhadap
pekerjaan dan lingkungan kerja turut berkontribusi dalam membentuk motivasi yang tinggi.
Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa motivasi kerja merupakan salah satu
kekuatan utama yang dimiliki organisasi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan
dan pencapaian tujuan organisasi.

Deskripsi Variabel Efektivitas Pelayanan
Variabel efektivitas pelayanan digunakan untuk mengukur persepsi responden
terhadap kualitas dan keberhasilan pelayanan yang diberikan organisasi.
Tabel 10. Deskripsi Variabel Efektivitas Pelayanan

Pernyataan Rerata | Keterangan
Pelayanan diberikan tepat waktu 4,23 Sangat Sesuai
Pegawai merespons permintaan dengan cepat 4,15 Sesuai
Proses pelayanan berlangsung tanpa keterlambatan berarti | 3,88 Sesuai
Prosedur pelayanan mudah dipahami 3,95 Sesuai
Informasi mengenai prosedur disampaikan dengan jelas 4,20 Sesuai

Setiap tahap pelayanan dijelaskan dengan terstruktur 4,03 Sesuai
Pelayanan diberikan secara profesional 4,13 Sesuai
Pelayanan yang diberikan sesuai standar kualitas 3,93 Sesuai
Pegawai menunjukkan sikap ramah dan sopan saat melayani | 4,28 Sangat Sesuai
Saya merasa puas dengan layanan yang saya terima 4,05 Sesuai
Layanan yang diberikan sesuai harapan saya 3,93 Sesuai
Pengguna layanan cenderung memberikan penilaian positif | 4,00 Sesuai

542



Nauw, dkk (2026)

Keluhan ditangani dengan cepat 3,83 Sesuai
Pegawai merespons keluhan dengan sikap solutif 3,90 Sesuai
Proses penanganan keluhan berjalan transparan 3,90 Sesuai
Rerata Variabel Efektivitas Pelayanan 4,02 Sesuai

Berdasarkan Tabel 10, variabel efektivitas pelayanan memperoleh nilai rerata sebesar
4,02 yang berada dalam kategori sesuai. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan yang
diberikan organisasi telah memenuhi harapan responden pada berbagai aspek pelayanan.
Indikator dengan nilai tertinggi adalah sikap ramah dan sopan pegawai dalam memberikan
pelayanan serta ketepatan waktu pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek
interpersonal dan responsivitas menjadi kekuatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan.
Di sisi lain, indikator terkait kecepatan penanganan keluhan dan keterlambatan proses
pelayanan memperoleh nilai yang relatif lebih rendah, meskipun masih berada pada kategori
sesuai. Hal tersebut menunjukkan adanya peluang perbaikan dalam meningkatkan
konsistensi pelayanan dan percepatan penyelesaian keluhan pengguna layanan. Secara
keseluruhan, hasil deskriptif ini menggambarkan bahwa pelayanan telah berjalan secara
efektif dengan didukung oleh profesionalisme pegawai, komunikasi yang baik, dan orientasi
terhadap kepuasan pengguna layanan.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear
berganda untuk mengetahui pengaruh tupoksi pegawai, kepemimpinan transformasional, dan
motivasi kerja terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua
Barat Daya. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen baik secara
simultan maupun parsial terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R?)
Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam
menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis koefisien determinasi disajikan pada
Tabel 11.
Tabel 11. Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 0.824 0.679 0.652 4.07857
Berdasarkan Tabel 11 diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,824. Nilai tersebut

menunjukkan bahwa hubungan antara tupoksi pegawai, kepemimpinan transformasional,
dan motivasi kerja dengan efektivitas pelayanan berada pada kategori kuat. Sementara itu,
nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,679 menunjukkan bahwa sebesar 67,9%
variasi efektivitas pelayanan dapat dijelaskan oleh variabel tupoksi pegawai, kepemimpinan
transformasional, dan motivasi kerja. Adapun sisanya sebesar 32,1% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Nilai Adjusted R
Square sebesar 0,652 menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan jumlah variabel
independen dan ukuran sampel, model masih mampu menjelaskan 65,2% variasi efektivitas
pelayanan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan memiliki kemampuan penjelasan
yang baik terhadap perubahan efektivitas pelayanan.

Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel tupoksi pegawai,
kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh
terhadap efektivitas pelayanan. Hasil uji F disajikan pada Tabel 12.
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Tabel 12. Uji F (Simultan)

Model Sum of Squares | df | Mean Square | F Sig.
Regression | 1264.249 3 421416 25.333 | 0.000
Residual 598.851 36 | 16.635

Total 1863.100 39

Berdasarkan Tabel 12 diperoleh nilai Fhitung sebesar 25,333 dengan tingkat signifikansi
sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), sehingga dapat
disimpulkan bahwa tupoksi pegawai, kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Hasil ini
menunjukkan bahwa kombinasi ketiga variabel independen memiliki kontribusi yang nyata
dalam menjelaskan perubahan efektivitas pelayanan. Dengan demikian, model regresi yang
digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk menguji
pengaruh masing-masing variabel secara parsial.

Uji Parsial (Uji t)
Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen

terhadap efektivitas pelayanan. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 13.
Tabel 13. Uji t (Parsial

Variabel B Std. Beta | thitung | ttabel | Sig.
Error
Konstanta - 9.343 - -0.834 | 2.021 | 0.410
7.796

Tupoksi Pegawai (X1) 0.038 | 0.172 0.024 | 0.221 2.021 | 0.826
Kepemimpinan Transformasional | 0.619 | 0.135 0.535 | 4.598 2.021 | 0.000
(X2)

Motivasi Kerja (X3) 0.527 | 0.156 0.389 | 3.371 2.021 | 0.002

Berdasarkan Tabel 13 diketahui bahwa variabel tupoksi pegawai memiliki nilai thitung
sebesar 0,221 dengan nilai signifikansi sebesar 0,826. Karena nilai thitung lebih kecil dari
ttabel (0,221 < 2,021) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,826 > 0,05), maka variabel
tupoksi pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Hasil ini
menunjukkan bahwa meskipun pegawai memiliki pemahaman yang baik mengenai tugas
pokok dan fungsi, kondisi tersebut belum secara langsung meningkatkan efektivitas
pelayanan yang diberikan. Variabel kepemimpinan transformasional memiliki nilai thitung
sebesar 4,598 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa
thitung lebih besar daripada ttabel (4,598 > 2,021) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
(0,000 < 0,05). Dengan demikian, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan
signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik
penerapan kepemimpinan transformasional, maka semakin tinggi efektivitas pelayanan yang
dihasilkan organisasi. Selanjutnya, variabel motivasi kerja memperoleh nilai thitung sebesar
3,371 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Karena thitung lebih besar daripada ttabel
(3,371 > 2,021) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05), maka motivasi kerja
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin tinggi motivasi kerja pegawai, maka semakin baik pula efektivitas pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat.

Persamaan Regresi Linear Berganda
Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai
berikut:
Y =-7,796 + 0,038X; + 0,619X, + 0,527X3 + e
Keterangan:
e Y = Efektivitas Pelayanan
e X, = Tupoksi Pegawai
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¢ X, = Kepemimpinan Transformasional
e X3 = Motivasi Kerja
e e=Error

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel
kepemimpinan transformasional akan meningkatkan efektivitas pelayanan sebesar 0,619
satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Demikian pula, peningkatan satu satuan motivasi
kerja akan meningkatkan efektivitas pelayanan sebesar 0,527 satuan. Sementara itu, koefisien
tupoksi pegawai sebesar 0,038 menunjukkan arah hubungan positif, namun pengaruhnya
tidak signifikan secara statistik.

Nilai konstanta sebesar -7,796 menunjukkan nilai efektivitas pelayanan ketika seluruh
variabel independen diasumsikan bernilai nol. Secara substantif, kondisi tersebut tidak
memiliki makna praktis karena dalam konteks organisasi publik ketiga variabel tersebut tidak
mungkin bernilai nol. Oleh karena itu, konstanta lebih berfungsi sebagai titik awal
pembentukan model regresi daripada sebagai kondisi empiris yang nyata.

Pengujian Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, maka keputusan terhadap hipotesis
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Hipotesis Simultan

Hipotesis yang menyatakan bahwa tupoksi pegawai, kepemimpinan transformasional,
dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya diterima. Hal ini dibuktikan oleh nilai
signifikansi uji F sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

2. Hipotesis Parsial
Pengaruh Tupoksi Pegawai terhadap Efektivitas Pelayanan

Nilai thitung sebesar 0,221 lebih kecil dari ttabel sebesar 2,021 dan nilai signifikansi
sebesar 0,826 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, tupoksi pegawai tidak berpengaruh
signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa
tupoksi pegawai berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan ditolak.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Efektivitas Pelayanan

Nilai thitung sebesar 4,598 lebih besar dari ttabel sebesar 2,021 dan nilai signifikansi
sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, hipotesis
yang menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap efektivitas
pelayanan diterima.

Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Efektivitas Pelayanan

Nilai thitung sebesar 3,371 lebih besar dari ttabel sebesar 2,021 dan nilai signifikansi
sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, motivasi kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa
motivasi kerja berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan diterima.

Variabel Dominan

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan koefisien beta standar, variabel yang memiliki
pengaruh paling besar terhadap efektivitas pelayanan adalah kepemimpinan
transformasional dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,619 dan nilai beta sebesar 0,535.
Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan faktor yang
paling dominan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Papua Barat Daya. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi
kerja merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan
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ditolak, sedangkan variabel yang terbukti paling dominan adalah kepemimpinan
transformasional.

Pembahasan
Tupoksi Pegawai, Kepemimpinan Transformasional, dan Motivasi Kerja Secara
Simultan Berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tupoksi pegawai, kepemimpinan
transformasional, dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya. Temuan ini
dibuktikan melalui hasil uji F yang menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (<0,05)
dengan nilai koefisien determinasi (R?) sebesar 0,679. Hal tersebut menunjukkan bahwa
efektivitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu, melainkan
merupakan hasil interaksi antara kejelasan tugas dan fungsi pegawai, kualitas kepemimpinan,
serta tingkat motivasi kerja yang dimiliki pegawai. Dengan kata lain, semakin baik ketiga
faktor tersebut dikelola secara bersamaan, maka semakin tinggi pula efektivitas pelayanan
yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Secara teoritis, efektivitas pelayanan merupakan kemampuan organisasi dalam
mencapai tujuan pelayanan melalui penyediaan layanan yang cepat, tepat, responsif, dan
memuaskan pengguna layanan. Menurut (Zeithaml dkk., 1990) kualitas pelayanan ditentukan
oleh lima dimensi utama, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles.
Kelima dimensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila organisasi memiliki sistem kerja
yang jelas, kepemimpinan yang mampu mengarahkan pegawai, serta sumber daya manusia
yang memiliki motivasi tinggi dalam melayani masyarakat.

Dari perspektif teori peran (role theory), kejelasan tugas pokok dan fungsi menjadi
landasan penting bagi efektivitas organisasi. (Kahn dkk., 1964) menjelaskan bahwa kejelasan
peran akan mengurangi ambiguitas pekerjaan sehingga pegawai dapat memahami harapan
organisasi dan menjalankan tugas secara lebih efektif. Ketika pegawai memahami tugas,
tanggung jawab, serta batas kewenangannya secara jelas, maka proses pelayanan akan
berjalan lebih terarah, konsisten, dan terkoordinasi. Oleh karena itu, tupoksi yang jelas
menjadi instrumen penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik.

Namun demikian, kejelasan tupoksi saja tidak cukup untuk menghasilkan pelayanan
yang optimal. Faktor kepemimpinan memiliki peran penting dalam menggerakkan seluruh
sumber daya organisasi. Teori kepemimpinan transformasional yang dikembangkan oleh
(Bass & Riggio, 2006) menjelaskan bahwa pemimpin yang mampu memberikan inspirasi,
membangun visi bersama, mendorong kreativitas, serta memberikan perhatian individual
kepada bawahan akan meningkatkan komitmen dan kinerja pegawai. Kepemimpinan
transformasional menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif dan kolaboratif sehingga
pegawai terdorong untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Temuan penelitian ini
memperlihatkan bahwa keberhasilan pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM tidak
terlepas dari kemampuan pimpinan dalam mengarahkan dan memotivasi pegawai untuk
mencapai tujuan organisasi.

Selain faktor struktural dan kepemimpinan, motivasi kerja juga menjadi elemen penting
yang mendukung efektivitas pelayanan. Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh
(Maslow & Lewis, 1987) menjelaskan bahwa individu yang kebutuhan psikologis, sosial,
penghargaan, dan aktualisasi dirinya terpenuhi akan menunjukkan tingkat motivasi yang
lebih tinggi dalam bekerja. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi cenderung menunjukkan
antusiasme, komitmen, dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap pekerjaannya. Dalam
konteks pelayanan publik, motivasi kerja mendorong pegawai untuk tidak hanya
menyelesaikan tugas administratif, tetapi juga berupaya memberikan pelayanan yang
berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori pelayanan publik yang dikemukakan oleh
(David & Gaebler, 1992) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelayanan publik merupakan
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hasil dari sinergi antara sistem organisasi yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dan sumber
daya manusia yang memiliki motivasi tinggi. Dalam organisasi publik modern, efektivitas
pelayanan tidak hanya ditentukan oleh prosedur formal, tetapi juga oleh kemampuan
organisasi dalam membangun budaya kerja yang produktif dan berorientasi pada masyarakat.

Temuan penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian empiris terkini. Penelitian
yang dilakukan oleh (Munzir dkk, 2024) menunjukkan bahwa kepemimpinan
transformasional memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi
melalui penguatan komitmen dan perilaku kerja positif pegawai. Demikian pula penelitian
oleh (Nguyen dkk., 2023) menemukan bahwa motivasi kerja berkontribusi secara signifikan
terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena memengaruhi tingkat keterlibatan
dan kepedulian pegawai terhadap kebutuhan pengguna layanan. Penelitian lain yang
dilakukan oleh (Al-Haddad dkk., 2024; Ullah Khan dkk., 2023) juga menunjukkan bahwa
kombinasi antara kejelasan tugas, kepemimpinan yang efektif, dan motivasi kerja yang tinggi
mampu meningkatkan efektivitas pelayanan secara berkelanjutan.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya, hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kepada pelaku koperasi dan UMKM sangat
dipengaruhi oleh keterpaduan antara kejelasan pembagian tugas, kemampuan pemimpin
dalam mengarahkan organisasi, serta motivasi pegawai dalam memberikan pelayanan
terbaik. Pelaku UMKM membutuhkan pelayanan yang cepat, akurat, dan responsif, sehingga
keberhasilan pelayanan tidak dapat hanya bergantung pada prosedur kerja formal semata.
Kepemimpinan yang inspiratif dan motivasi kerja yang tinggi menjadi faktor yang
memperkuat implementasi tupoksi sehingga pelayanan dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas
pelayanan merupakan hasil dari sinergi antara faktor struktural, faktor kepemimpinan, dan
faktor psikologis pegawai. Ketiga variabel tersebut saling melengkapi dalam membentuk
lingkungan kerja yang produktif, terkoordinasi, dan berorientasi pada kualitas pelayanan.
Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas pelayanan di Dinas Koperasi dan UMKM
Provinsi Papua Barat Daya perlu dilakukan secara komprehensif melalui penyempurnaan
tupoksi, penguatan kepemimpinan transformasional, dan peningkatan motivasi kerja pegawai
secara berkelanjutan.

Tupoksi Pegawai Tidak Berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tupoksi pegawai tidak berpengaruh signifikan
terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya.
Temuan ini dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,826 yang lebih besar dari 0,05 serta
nilai thitung sebesar 0,221 yang lebih kecil dari ttabel sebesar 2,021. Hasil tersebut
mengindikasikan bahwa kejelasan tugas pokok dan fungsi pegawai belum mampu
memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pelayanan. Dengan kata
lain, meskipun pegawai memahami tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan,
kondisi tersebut belum tentu menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan
berkualitas.

Secara konseptual, tupoksi merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan
organisasi publik karena berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, pembagian
kewenangan, serta mekanisme koordinasi antarpegawai. Menurut (Berman dkk., 2021)
kejelasan peran (role clarity) dapat mengurangi konflik tugas, meningkatkan koordinasi, serta
memperbaiki efisiensi kerja organisasi. Demikian pula, (Davis, 2010) menjelaskan bahwa
pemahaman yang baik terhadap tanggung jawab pekerjaan akan meningkatkan akuntabilitas
individu dalam melaksanakan tugas organisasi. Namun demikian, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa kejelasan tupoksi tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas
pelayanan yang lebih tinggi.

Fenomena tersebut dapat dipahami karena tupoksi lebih menekankan aspek struktural
dan administratif organisasi, sedangkan efektivitas pelayanan lebih banyak dipengaruhi oleh
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aspek perilaku, interaksi sosial, dan orientasi pelayanan kepada masyarakat. Menurut
(Zeithaml dkk., 1990) kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam
memenuhi harapan pengguna layanan melalui dimensi reliability, responsiveness, assurance,
empathy, dan tangibles. Dimensi-dimensi tersebut tidak hanya bergantung pada pelaksanaan
tugas formal, tetapi juga pada kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan yang
responsif, komunikatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
pegawai yang bekerja sesuai tupoksi belum tentu mampu menghasilkan pelayanan yang
efektif apabila tidak disertai kemampuan interpersonal dan orientasi pelayanan yang kuat.

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif Role Theory oleh (Kahn dkk., 1964)
bahwa efektivitas individu dalam organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peran
formal, tetapi juga oleh sejauh mana peran tersebut dipahami dan diimplementasikan secara
fleksibel. Dalam praktik organisasi, sering kali terjadi kondisi role ambiguity maupun role
conflict, yaitu ketidakjelasan atau tumpang tindih peran yang dapat menghambat kinerja
pegawai. Bahkan ketika tupoksi telah dirumuskan secara jelas, pelaksanaan tugas dapat
menjadi kurang efektif apabila pegawai tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan
kebutuhan pelayanan yang dinamis. Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan
Contingency Theory oleh (Herzberg dkk., 1959) bahwa efektivitas organisasi tidak hanya
ditentukan oleh struktur formal organisasi, tetapi juga oleh kesesuaian antara lingkungan
kerja, kepemimpinan, karakteristik pegawai, dan tuntutan situasional. Dalam konteks
pelayanan publik, kebutuhan masyarakat sering berubah secara cepat sehingga pegawai
dituntut untuk lebih adaptif dibandingkan sekadar menjalankan tugas sesuai uraian jabatan.
Oleh karena itu, tupoksi yang bersifat formal dan relatif statis tidak selalu mampu menjawab
tuntutan pelayanan yang dinamis.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui perspektif New Public Service Theory
yang dikemukakan oleh (Denhardt & Denhardt, 2015) bahwa keberhasilan pelayanan publik
lebih ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam membangun kolaborasi, partisipasi, dan
responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat daripada sekadar kepatuhan terhadap
prosedur birokrasi. Dengan demikian, efektivitas pelayanan lebih banyak ditentukan oleh
kualitas interaksi antara penyedia layanan dan pengguna layanan dibandingkan oleh
kejelasan pembagian tugas semata.

Secara empiris, hasil penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu.
Penelitian (Kim, 2012) menemukan bahwa efektivitas pelayanan publik lebih dipengaruhi
oleh kemampuan pegawai dalam beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dibandingkan
dengan kepatuhan terhadap uraian tugas formal. Penelitian (Anwar dkk. 2025) juga
menunjukkan bahwa struktur tugas yang terlalu kaku dapat membatasi fleksibilitas pegawai
dalam merespons berbagai permasalahan pelayanan. Selanjutnya, (Nguyen dkk. 2023)
menemukan bahwa pengaruh deskripsi pekerjaan terhadap kinerja pelayanan cenderung
tidak signifikan pada organisasi yang memiliki tingkat birokrasi tinggi karena pegawai lebih
berorientasi pada prosedur daripada kebutuhan pengguna layanan.

Temuan serupa juga dikemukakan oleh (Hehanussa dkk. 2026) yang menyatakan
bahwa kualitas pelayanan lebih dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, kerja sama tim, dan
keterlibatan pegawai dibandingkan dengan pembagian tugas formal. Sementara itu, (Juliasa
dkk., 2025) menjelaskan bahwa efektivitas organisasi publik lebih banyak ditentukan oleh
faktor perilaku organisasi, seperti komitmen, inovasi, dan budaya kerja, dibandingkan oleh
struktur organisasi itu sendiri. Hasil-hasil penelitian tersebut memperkuat temuan penelitian
ini bahwa faktor struktural berupa tupoksi memiliki kontribusi yang relatif terbatas terhadap
peningkatan efektivitas pelayanan apabila tidak didukung oleh faktor-faktor perilaku dan
manajerial.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran (Mintzberg, 1989) yang menyatakan
bahwa pembagian kerja yang jelas memang dapat meningkatkan koordinasi organisasi, tetapi
belum tentu mampu menciptakan inovasi, fleksibilitas, maupun kualitas pelayanan yang lebih
baik. Dalam organisasi birokrasi, pegawai dapat melaksanakan tugas sesuai uraian jabatan
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namun tetap bekerja secara prosedural tanpa adanya inisiatif untuk meningkatkan kualitas
pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tupoksi lebih berfungsi sebagai fondasi
administratif daripada faktor utama yang menentukan keberhasilan pelayanan publik.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya, hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kepada pelaku koperasi dan UMKM tidak cukup
ditentukan oleh kejelasan pembagian tugas pegawai. Pelayanan yang efektif memerlukan
kemampuan pegawai untuk beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat, bekerja sama lintas
fungsi, serta memberikan solusi yang cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan yang
dihadapi pengguna layanan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pelayanan tidak hanya
dapat dilakukan melalui penyempurnaan uraian tugas dan fungsi, tetapi juga perlu didukung
oleh penguatan kepemimpinan, peningkatan motivasi kerja, pengembangan kompetensi
pelayanan, serta pembentukan budaya organisasi yang lebih responsif dan inovatif.

Dengan demikian, temuan penelitian ini tidak menunjukkan bahwa tupoksi merupakan
faktor yang tidak penting dalam organisasi, melainkan menunjukkan bahwa tupoksi berperan
sebagai prasyarat administratif yang harus didukung oleh faktor kepemimpinan dan motivasi
kerja agar mampu menghasilkan pelayanan yang efektif. Hasil penelitian ini memperkuat
pandangan bahwa reformasi pelayanan publik pada era modern memerlukan pendekatan
yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek struktural, perilaku, dan manajerial
secara simultan untuk mencapai kualitas pelayanan yang optimal.

Kepemimpinan Transformasional Berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh
positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi
Papua Barat Daya. Temuan ini dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil
dari 0,05 serta nilai thitung sebesar 4,598 yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,021. Selain
itu, kepemimpinan transformasional memiliki nilai koefisien regresi terbesar dibandingkan
variabel lainnya, yaitu sebesar 0,619. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan
kualitas kepemimpinan transformasional akan diikuti oleh peningkatan efektivitas pelayanan
yang diberikan kepada masyarakat. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa faktor
kepemimpinan merupakan salah satu determinan utama dalam menciptakan pelayanan
publik yang berkualitas.

Secara teoritis, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap efektivitas
pelayanan dapat dijelaskan melalui Transformational Leadership Theory yang dikembangkan
oleh (Bass & Avolio, 1994) bahwa pemimpin transformasional mampu memengaruhi
bawahan melalui pemberian visi yang jelas, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan
perhatian individual sehingga pegawai terdorong untuk bekerja melampaui standar yang
telah ditetapkan. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen
perubahan yang mampu membangun komitmen dan loyalitas pegawai terhadap tujuan
organisasi. Dalam konteks pelayanan publik, kepemimpinan transformasional menjadi sangat
penting karena kualitas pelayanan sangat bergantung pada perilaku, sikap, dan komitmen
pegawai dalam melayani masyarakat.

Konsep tersebut sejalan dengan pandangan (Burns, 2004) yang menjelaskan bahwa
kepemimpinan transformasional merupakan proses yang mampu meningkatkan motivasi dan
moralitas pemimpin maupun bawahan secara simultan. Pemimpin transformasional tidak
hanya mengarahkan pegawai untuk mencapai target organisasi, tetapi juga membangun
kesadaran akan pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan
demikian, pegawai tidak sekadar bekerja berdasarkan kewajiban formal, tetapi juga
terdorong untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi dan masyarakat.
Lebih lanjut, (Bass & Riggio, 2006) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional
terdiri atas empat dimensi utama, yaitu idealized influence, inspirational motivation,
intellectual stimulation, dan individualized consideration. Dimensi idealized influence
memungkinkan pemimpin menjadi teladan yang dihormati oleh bawahan. Inspirational
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motivation mendorong pegawai untuk bekerja dengan semangat dan optimisme dalam
mencapai tujuan organisasi. Intellectual stimulation memberikan ruang bagi pegawai untuk
berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan. Sementara itu,
individualized consideration memungkinkan pemimpin memberikan perhatian terhadap
kebutuhan dan pengembangan setiap pegawai. Keempat dimensi tersebut berkontribusi
secara langsung dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berorientasi pada
pelayanan berkualitas.

Dalam perspektif organisasi publik, kepemimpinan transformasional memiliki peran
penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan karena mampu membangun komitmen
organisasi dan orientasi pelayanan masyarakat. Penelitian (Wright & Pandey, 2011)
menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan positif dengan
efektivitas organisasi sektor publik. Pemimpin yang mampu mengomunikasikan visi
organisasi secara jelas dan inspiratif akan meningkatkan keterlibatan pegawai dalam
melaksanakan tugas pelayanan. Keterlibatan tersebut pada akhirnya berdampak pada
meningkatnya kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dan pencapaian tujuan organisasi.

Temuan penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori perilaku organisasi oleh
(Robbins & Judge, 2009) yang menyatakan bahwa perilaku pemimpin merupakan faktor yang
membentuk budaya kerja dalam organisasi. Ketika pemimpin menunjukkan integritas,
memberikan kepercayaan, dan mendorong inovasi, maka pegawai akan mengembangkan
perilaku kerja yang positif. Sebaliknya, kepemimpinan yang pasif atau birokratis cenderung
menghambat kreativitas dan responsivitas pegawai dalam memberikan pelayanan. Oleh
karena itu, keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin
dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran, kolaborasi, dan inovasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Trottier dkk., 2008)
ang menemukan bahwa pemimpin transformasional memiliki peran penting dalam
mendorong reformasi birokrasi melalui pemberdayaan pegawai. Ketika pegawai merasa
dipercaya dan didukung oleh pimpinan, mereka cenderung lebih berani mengambil inisiatif
dalam menyelesaikan masalah pelayanan. Kondisi tersebut memungkinkan organisasi untuk
lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan pelayanan.
Temuan penelitian ini juga didukung oleh berbagai penelitian empiris terkini. (Nurlaela dkk.,
2025) menemukan bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap
efektivitas pelayanan melalui peningkatan motivasi, keterlibatan kerja, dan orientasi
pelayanan pegawai. Penelitian (Anh Vu dkk., 2022) menunjukkan bahwa pemimpin yang
mampu memberikan inspirasi dan perhatian individual kepada bawahan cenderung
menghasilkan pelayanan yang lebih responsif, adaptif, dan berkualitas. Hasil serupa
dikemukakan oleh (Martin-Rojas dkk. 2023) yang menyatakan bahwa kepemimpinan
transformasional mendorong terbentuknya budaya inovasi dan perbaikan berkelanjutan yang
berdampak positif terhadap efektivitas organisasi. Selain itu, penelitian (Al-Haddad dkk.,
2024; Ullah Khan dkk., 2023) membuktikan bahwa dimensi-dimensi kepemimpinan
transformasional, yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation,
dan individualized consideration, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
peningkatan kinerja pelayanan publik. Pegawai yang dipimpin oleh pemimpin
transformasional cenderung memiliki komitmen organisasi yang lebih tinggi, lebih terbuka
terhadap perubahan, serta lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai
pengguna layanan.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya, hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan
dalam membangun visi, memberikan arahan yang jelas, serta menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif. Pelayanan kepada koperasi dan pelaku UMKM membutuhkan kecepatan,
ketepatan, dan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, keberadaan pemimpin yang visioner, komunikatif, dan inspiratif menjadi
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faktor penting dalam memastikan bahwa seluruh pegawai mampu memberikan pelayanan
yang optimal.

Selain itu, hasil deskriptif penelitian menunjukkan bahwa responden memberikan
penilaian yang baik terhadap berbagai indikator kepemimpinan transformasional, terutama
pada kemampuan pemimpin dalam menjaga hubungan kerja yang baik, memberikan motivasi,
serta mendorong kreativitas pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan
yang diterapkan telah mampu menciptakan iklim kerja yang positif sehingga berdampak pada
peningkatan efektivitas pelayanan organisasi.

Dengan demikian, pengaruh signifikan kepemimpinan transformasional terhadap
efektivitas pelayanan memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya
ditentukan oleh prosedur dan sistem Kkerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas
kepemimpinan yang mampu menggerakkan sumber daya manusia secara optimal. Temuan ini
memperkuat pandangan bahwa keberhasilan reformasi pelayanan publik memerlukan
pemimpin yang mampu menjadi teladan, memberikan inspirasi, mendorong inovasi, dan
membangun komitmen pegawai terhadap pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, upaya
peningkatan efektivitas pelayanan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya
perlu diarahkan pada penguatan kapasitas kepemimpinan transformasional sebagai faktor
strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berorientasi
pada kepuasan masyarakat.

Motivasi Kerja Berpengaruh terhadap Efektivitas Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya.
Temuan ini dibuktikan oleh nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 serta
nilai thitung sebesar 3,371 yang lebih besar dari ttabel sebesar 2,021. Selain itu, koefisien
regresi motivasi kerja sebesar 0,527 menunjukkan bahwa setiap peningkatan motivasi kerja
akan diikuti oleh peningkatan efektivitas pelayanan. Hasil ini mengindikasikan bahwa faktor
psikologis individu memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Semakin tinggi motivasi yang dimiliki pegawai, semakin besar
pula dorongan untuk bekerja secara optimal, memberikan pelayanan yang responsif, serta
memenuhi harapan pengguna layanan.

Secara teoritis, pengaruh motivasi kerja terhadap efektivitas pelayanan dapat dijelaskan
melalui Self-Determination Theory yang dikemukakan oleh (Deci & Ryan, 2004) bahwa
individu yang memiliki motivasi intrinsik akan bekerja berdasarkan kesadaran, tanggung
jawab, dan kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas. Motivasi intrinsik mendorong
pegawai untuk memberikan kinerja terbaik bukan semata-mata karena tuntutan organisasi,
tetapi karena adanya dorongan internal untuk mencapai hasil yang bermakna. Dalam konteks
pelayanan publik, motivasi intrinsik menjadi faktor penting karena pelayanan yang
berkualitas memerlukan komitmen dan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Konsep tersebut diperkuat oleh teori Public Service Motivation (PSM) yang
dikembangkan oleh para ahli administrasi publik dan diperluas oleh (Pandey dkk., 2008)
bahwa pegawai sektor publik yang memiliki motivasi pelayanan tinggi akan menunjukkan
kepedulian yang lebih besar terhadap kepentingan masyarakat, memiliki etika pelayanan
yang kuat, serta lebih berkomitmen dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, motivasi
kerja yang tinggi akan meningkatkan kualitas interaksi antara pegawai dan masyarakat
sehingga efektivitas pelayanan menjadi lebih baik.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Hierarki Kebutuhan yang
dikemukakan oleh (Maslow & Lewis, 1987) bahwa individu memiliki lima tingkatan
kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan,
dan aktualisasi diri. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi, individu akan memiliki
dorongan yang lebih besar untuk bekerja secara produktif dan mencapai prestasi yang lebih
tinggi. Dalam lingkungan organisasi publik, pemenuhan kebutuhan pegawai akan

551



Nauw, dkk (2026)

meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan komitmen terhadap pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat.

Selain itu, pengaruh motivasi kerja terhadap efektivitas pelayanan dapat dijelaskan
melalui Two-Factor Theory yang dikembangkan oleh yang (Herzberg dkk., 1959)
membedakan faktor yang memengaruhi motivasi kerja menjadi dua kelompok, yaitu
motivator factors dan hygiene factors. Faktor motivator seperti pencapaian, pengakuan,
tanggung jawab, dan kesempatan berkembang akan meningkatkan kepuasan kerja dan
mendorong individu untuk memberikan kinerja terbaik. Sementara itu, faktor hygiene seperti
kondisi kerja, hubungan dengan rekan kerja, dan kebijakan organisasi berfungsi menjaga
stabilitas kepuasan kerja. Dalam konteks pelayanan publik, pegawai yang memperoleh
pengakuan atas kinerjanya dan memiliki kesempatan untuk berkembang cenderung
menunjukkan perilaku pelayanan yang lebih profesional dan berorientasi pada masyarakat.

Lebih lanjut, motivasi kerja memiliki hubungan yang erat dengan komitmen organisasi
dan keterlibatan kerja (work engagement). Pegawai yang memiliki motivasi tinggi umumnya
menunjukkan antusiasme dalam bekerja, memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, serta
berupaya memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Menurut
George A. Boyne, efektivitas organisasi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan
organisasi dalam mencapai tujuan strategis dan memenuhi kebutuhan pemangku
kepentingan. Oleh karena itu, motivasi kerja menjadi salah satu faktor penting yang
menentukan keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan yang efektif.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data deskriptif yang menunjukkan bahwa
variabel motivasi kerja memiliki nilai rerata sebesar 4,24 yang termasuk dalam kategori
sangat sesuai. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pegawai memiliki tingkat motivasi yang
tinggi dalam menjalankan tugasnya. Indikator dengan nilai tertinggi terdapat pada upaya
memberikan hasil kerja terbaik, dukungan terhadap kebijakan organisasi yang positif, serta
keinginan untuk meningkatkan kualitas kerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pegawai tidak
hanya bekerja untuk memenuhi kewajiban formal, tetapi juga memiliki dorongan internal
untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu.
Penelitian (Nguyen dkk., 2023) menemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelayanan melalui peningkatan produktivitas, komitmen, dan
responsivitas pegawai. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih cepat
merespons kebutuhan masyarakat dan lebih mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan
secara efektif. Penelitian (Hassan & Ahmad, 2021) juga menunjukkan bahwa motivasi kerja
yang tinggi meningkatkan kemampuan pegawai dalam memenuhi kebutuhan pengguna
layanan secara cepat, tepat, dan profesional. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa
pegawai yang termotivasi akan menunjukkan perilaku pelayanan yang lebih positif
dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi rendah (Pahlevi dkk., 2023). Temuan serupa
dikemukakan oleh (Sanchez-Bolivar dkk., 2023) yang menyatakan bahwa motivasi intrinsik
berperan penting dalam mendorong perilaku pelayanan yang proaktif dan berorientasi pada
kepuasan pelanggan. Pegawai yang memiliki motivasi intrinsik tinggi cenderung lebih kreatif
dalam menyelesaikan masalah, lebih peduli terhadap kebutuhan pengguna layanan, dan lebih
terbuka terhadap perbaikan kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian (Al-Haddad dkk., 2024;
Kahn dkk., 1964) membuktikan bahwa motivasi kerja berkontribusi secara signifikan
terhadap efektivitas pelayanan melalui peningkatan disiplin kerja, keterlibatan pegawai,
komitmen organisasi, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil penelitian tersebut
memperlihatkan bahwa motivasi kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam
meningkatkan kinerja pelayanan organisasi publik.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya, hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan kepada koperasi dan pelaku UMKM sangat
dipengaruhi oleh tingkat motivasi pegawai. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi akan lebih
antusias dalam melayani masyarakat, lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan,
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serta lebih berupaya memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku
UMKM. Kondisi ini sangat penting mengingat pelayanan kepada sektor koperasi dan UMKM
membutuhkan ketepatan, kecepatan, serta kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan
tidak hanya ditentukan oleh sistem kerja dan prosedur organisasi, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh dorongan internal yang dimiliki pegawai. Motivasi kerja menjadi faktor
strategis yang mendorong pegawai untuk bekerja secara profesional, disiplin, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas
pelayanan di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya perlu dilakukan melalui
penguatan motivasi kerja pegawai, baik melalui pemberian penghargaan, pengembangan
karier, peningkatan kompetensi, maupun penciptaan lingkungan kerja yang mendukung
aktualisasi diri dan keterlibatan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

Kepemimpinan Transformasional sebagai Variabel yang Dominan Berpengaruh
terhadap Efektivitas Pelayanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan
variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas
Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya. Temuan ini ditunjukkan oleh nilai koefisien
regresi sebesar 0,619 dan nilai koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,535, yang merupakan
nilai tertinggi dibandingkan variabel tupoksi pegawai dan motivasi kerja. Hasil tersebut
mengindikasikan bahwa peningkatan kepemimpinan transformasional memberikan
kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan efektivitas pelayanan dibandingkan faktor-
faktor lainnya. Dengan kata lain, keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan yang
efektif sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan
menginspirasi pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara teoritis, dominasi pengaruh kepemimpinan transformasional dapat dijelaskan
melalui Transformational Leadership Theory yang dikembangkan oleh (Bass & Riggio, 2006)
bahwa pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk mengubah sikap, nilai, dan
perilaku bawahan melalui visi yang inspiratif, motivasi yang kuat, stimulasi intelektual, dan
perhatian individual. Pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai pengarah organisasi, tetapi
juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun komitmen kolektif dan meningkatkan
kinerja pegawai. Dalam konteks pelayanan publik, kepemimpinan transformasional menjadi
faktor strategis karena pelayanan yang efektif membutuhkan pegawai yang memiliki
komitmen tinggi, orientasi pelayanan, dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan
masyarakat yang terus berkembang.

Pandangan tersebut diperkuat oleh (Burns, 2004) yang menyatakan bahwa
kepemimpinan transformasional merupakan proses yang mampu mentransformasikan nilai,
kebutuhan, dan aspirasi bawahan menuju tujuan yang lebih tinggi. Melalui proses tersebut,
pegawai tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi formal, tetapi juga terdorong untuk
berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi
publik, perubahan perilaku tersebut sangat penting karena kualitas pelayanan sangat
bergantung pada tingkat komitmen dan dedikasi pegawai dalam melayani masyarakat.

Menurut (Bass & Riggio, 2006) kepemimpinan transformasional terdiri atas empat
dimensi utama, yaitu idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan
individualized consideration. Dimensi idealized influence memungkinkan pemimpin menjadi
teladan yang dihormati dan dipercaya oleh pegawai. Inspirational motivation mendorong
pegawai untuk bekerja dengan semangat dan optimisme dalam mencapai tujuan organisasi.
Intellectual stimulation memberikan kesempatan kepada pegawai untuk berpikir kreatif dan
inovatif dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan. Sedangkan individualized
consideration memungkinkan pemimpin memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan
pengembangan setiap individu. Keempat dimensi tersebut menjadikan kepemimpinan
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transformasional memiliki kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan efektivitas
pelayanan dibandingkan faktor struktural maupun faktor individual lainnya.

Dominasi kepemimpinan transformasional juga dapat dijelaskan melalui perspektif
perilaku organisasi yang menempatkan pemimpin sebagai penggerak utama perubahan
organisasi. Pemimpin memiliki kemampuan untuk memengaruhi budaya Kkerja, pola
komunikasi, serta perilaku pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Ketika pemimpin
mampu menciptakan visi yang jelas, membangun kepercayaan, dan memberikan dukungan
kepada pegawai, maka pegawai akan menunjukkan tingkat keterlibatan kerja yang lebih
tinggi. Sebaliknya, tanpa kepemimpinan yang efektif, sistem kerja yang baik dan motivasi
individu yang tinggi sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan
kualitas pelayanan.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional
memiliki kemampuan untuk menggerakkan variabel lain secara bersamaan. Kepemimpinan
yang efektif dapat memperkuat implementasi tupoksi pegawai melalui arahan dan koordinasi
yang jelas. Di sisi lain, kepemimpinan transformasional juga mampu meningkatkan motivasi
kerja pegawai melalui pemberian inspirasi, penghargaan, dan kesempatan berkembang. Oleh
karena itu, kepemimpinan tidak hanya berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas
pelayanan, tetapi juga berfungsi sebagai faktor penggerak yang memperkuat pengaruh
variabel lainnya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Trottier dkk. 2008) yang
menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam
mendorong reformasi birokrasi melalui pemberdayaan pegawai dan penguatan budaya kerja
yang berorientasi pada pelayanan. Pemimpin yang memberikan kepercayaan dan ruang bagi
pegawai untuk berinovasi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif terhadap
kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada peningkatan
efektivitas pelayanan organisasi. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Berman
dkk., 2021) melalui studi meta-analisis yang menemukan bahwa kepemimpinan
transformasional memiliki hubungan yang kuat dengan berbagai indikator kinerja organisasi,
termasuk efektivitas kerja, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna layanan. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan salah satu
prediktor terkuat dalam menjelaskan keberhasilan organisasi dibandingkan faktor-faktor
organisasi lainnya. Penelitian (Asbari dkk., 2021) juga menunjukkan bahwa kepemimpinan
transformasional mampu meningkatkan kualitas pelayanan melalui peningkatan motivasi
kerja, komitmen organisasi, dan keterlibatan pegawai. Pegawai yang dipimpin oleh pemimpin
transformasional cenderung memiliki rasa tanggung jawab yang lebih tinggi dan lebih
berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Dengan demikian, pengaruh kepemimpinan
tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memengaruhi aspek psikologis yang
menentukan kualitas pelayanan. Temuan serupa dikemukakan oleh (Martin-Rojas dkk., 2026)
yang menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional berperan penting dalam
menciptakan lingkungan kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan
berkelanjutan. Organisasi yang dipimpin secara transformasional cenderung lebih adaptif
dalam menghadapi perubahan lingkungan dan lebih mampu merespons kebutuhan
masyarakat secara cepat dan tepat. Selain itu, penelitian (Al-Haddad dkk., 2024; Kahn dkk.,
1964) membuktikan bahwa empat dimensi kepemimpinan transformasional memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengaruh
tersebut bahkan lebih besar dibandingkan pengaruh faktor struktural organisasi maupun
karakteristik individu pegawai. Temuan ini semakin memperkuat hasil penelitian bahwa
kepemimpinan transformasional merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efektivitas
pelayanan.

Dalam konteks Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya, dominasi
kepemimpinan transformasional menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan kepada
koperasi dan pelaku UMKM sangat bergantung pada kemampuan pimpinan dalam
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menggerakkan seluruh sumber daya organisasi. Pelayanan kepada masyarakat memerlukan
koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, serta kemampuan beradaptasi terhadap
berbagai kebutuhan pengguna layanan. Oleh karena itu, pemimpin yang visioner, komunikatif,
inspiratif, dan suportif menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pelayanan
organisasi. Hasil deskriptif penelitian juga menunjukkan bahwa responden memberikan
penilaian yang baik terhadap indikator kepemimpinan transformasional, khususnya
kemampuan pemimpin dalam menjaga hubungan kerja, memberikan motivasi, mendorong
kreativitas, dan membangun kepercayaan dalam organisasi. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa praktik kepemimpinan yang diterapkan telah mampu menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif sehingga berdampak langsung pada peningkatan efektivitas pelayanan.

Dengan demikian, dominasi pengaruh kepemimpinan transformasional dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh
keberadaan sistem kerja dan prosedur organisasi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan
pemimpin dalam mengarahkan dan memberdayakan pegawai. Tanpa kepemimpinan yang
inspiratif, tupoksi pegawai hanya menjadi pedoman administratif, sedangkan motivasi kerja
pegawai sulit berkembang secara optimal. Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik
harus diawali dengan transformasi kepemimpinan. Pemimpin yang visioner, inspiratif,
inovatif, dan berorientasi pada pengembangan pegawai merupakan kunci utama dalam
mewujudkan pelayanan publik yang efektif, berkualitas, dan berkelanjutan di Dinas Koperasi
dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya.

4. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh tupoksi pegawai, kepemimpinan
transformasional, dan motivasi kerja terhadap efektivitas pelayanan pada Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Papua Barat Daya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tupoksi pegawai, kepemimpinan transformasional, dan motivasi kerja secara simultan
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan. Hasil ini menunjukkan bahwa
efektivitas pelayanan merupakan hasil dari sinergi berbagai faktor organisasi dan sumber
daya manusia. Kejelasan tugas dan fungsi, kepemimpinan yang mampu menginspirasi,
serta motivasi kerja yang tinggi secara bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan
kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Tupoksi pegawai secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas
pelayanan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kejelasan pembagian tugas dan fungsi
belum cukup untuk meningkatkan efektivitas pelayanan secara langsung. Meskipun
pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, efektivitas pelayanan lebih
banyak ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan perilaku, kepemimpinan, dan
motivasi kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

3. Kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas pelayanan. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan
pemimpin dalam memberikan visi, inspirasi, motivasi, dan perhatian kepada pegawai,
maka semakin tinggi pula efektivitas pelayanan yang dihasilkan. Kepemimpinan
transformasional terbukti mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif,
meningkatkan komitmen pegawai, serta mendorong terciptanya pelayanan yang lebih
responsif dan berkualitas.

4. Motivasi kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas
pelayanan. Pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung menunjukkan
antusiasme, tanggung jawab, dan dedikasi yang lebih besar dalam melaksanakan tugas
pelayanan. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, kecepatan
respons, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara
lebih efektif.

5. Kepemimpinan transformasional merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi
efektivitas pelayanan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan memiliki
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peran strategis dan daya ungkit yang paling besar dibandingkan variabel lainnya dalam
meningkatkan efektivitas pelayanan. Pemimpin yang visioner, inspiratif, komunikatif, dan
mampu memberdayakan pegawai tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan secara
langsung, tetapi juga mampu memperkuat motivasi kerja serta mengoptimalkan
pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam organisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas
pelayanan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya memerlukan
pendekatan yang komprehensif melalui penguatan kepemimpinan transformasional,
peningkatan motivasi kerja pegawai, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi. Dari ketiga faktor tersebut, kepemimpinan transformasional menjadi faktor yang
paling menentukan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, responsif, dan
berorientasi pada kepuasan masyarakat.
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